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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaturan hukum 

mengenai hak atas tanah yang dapat dibebani 

Hak Tanggungan dan bagaimana hak 

tanggungan dalam hal peralihan hak atas tanah 

menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan. Dengan 

menggunakan metode penelitian yuridis 

normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum 

mengenai obyek hak tanggungan menurut 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 

Hak Tanggungan, yakni Hak atas tanah yang 

dapat dibebani Hak Tanggungan adalah: Hak 

Milik; Hak Guna Usaha dan Hak Guna 

Bangunan. Selain hak-hak atas tanah tersebut 

Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut 

ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan 

menurut sifatnya dapat dipindahtangankan 

dapat juga dibebani Hak Tanggungan. 

Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai 

atas tanah Hak Milik akan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. Hak Tanggungan dapat 

juga dibebankan pada hak atas tanah berikut 

bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah 

ada atau akan ada yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang 

merupakan milik pemegang hak atas tanah 

yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan 

di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang 

bersangkutan. Apabila bangunan, tanaman, dan 

hasil karya tidak dimiliki oleh pemegang hak 

atas tanah, pembebanan Hak Tanggungan atas 

benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan 

dengan penandatanganan serta pada Akta 

Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan 

oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk 

itu olehnya dengan akta otentik. 2. Peralihan 

hak atas tanah menurut Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

                                                           
1
 Artikel Skripsi.  Dosen Pembimbing : Josina E. Londa, SH, 

MH;  Harly Stanly Muaja, SH, MH 
2
 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 

120711522 

terjadi Jika piutang yang dijamin dengan Hak 

Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, 

pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak 

Tanggungan tersebut ikut beralih karena 

hukum kepada kreditor yang baru. 

Kata kunci: Peralihan, hak,  tanah,  

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas 

tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan diutamakan kepada 

kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor 

lain. Dalamarti, bahwa jika debitor cidera janji, 

kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak 

menjual melalui pelelangan umum tanah yang 

dijadikan jaminan menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada 

kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan 

diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak 

mengurangi preferensi piutang-piutang Negara 

menurut ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku.
3
 Dalam kehidupan sehari-hari manusia 

tak lepas dari kebutuhan yang bermacam-

macam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

manusia harus berusaha dengan cara bekerja. 

Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus 

bekerja pada orang lain, misalnya dengan 

berwiraswasta. Untuk berwiraswasta 

dibutuhkan modal kerja. Untuk mendapatkan 

modal kerja tersebut ada berbagai cara yang 

dapat ditempuh, diantaranya adalah dengan 

meminjam kepada pihak lain (Kreditur). Istilah 

antara Kreditur dan  Debitur yang mengadakan 

Perjanjian Pinjam-Meminjam, biasanya terdiri 

dari:  

a. Perjanjian Hutang Piutang (sebagai 

perjanjian pokok); yang dilengkapi  

b. Dengan  Perjanjian  (assesoir)  dengan 

perjanjian pemberian jaminan hutang, 

biasanya berbentuk SKMHT (Surat Kuasa 

Memasang Hak Tanggungan). 

Biasanya untuk meminjam kepada pihak 

lain, pihak yang meminjamkan menginginkan 

adanya jaminan yang dapat berupa benda 

bergerak maupun benda tetap. Salah satu 

benda tetap yang sering dijadikan objek 

jaminan utang adalah tanah. Dalam 
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perkembangan terbaru, dengan keluarnya 

Undang-undang Hak Tanggungan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda 

yang Berkaitan dengan Tanah, maka semua 

benda yang berkaitan dengan jaminan utang 

atas tanah diatur dalam Undang-undang ini. 

Hak tanggungan merupakan suatu istilah baru 

untuk lembaga jaminan maupun pelaksanaan 

dari ketentuan undang-undang tentang adanya 

pranata jaminan hutang dengan tanah sebagai 

agunannya yang disebut Hak Tanggungan 

(harus dibedakan dengan istilah Pertanggungan 

untuk kegiatan asuransi). Dalam hal ini setiap 

perjanjian yang bermaksud untuk 

memindahkan hak atas tanah, memberikan 

sesuatu hak baru atas tanah, atau meminjam 

uang dengan jaminan hak tanggungan harus 

dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh 

dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh 

Menteri Agraria. Akta tersebut bentuknya telah 

ditentukan oleh Menteri Agraria. Dari 

pernyataan ini dapat diketahui bahwa Hak 

Tanggungan juga merupakan salah satu hak 

atas tanah yang wajib didaftarkan.
4
 

 

B.  RUMUSAN  MASALAH           

1. Bagaimanakah pengaturan hukum 

mengenai hak atas tanah yang dapat 

dibebani Hak Tanggungan. 

2. Bagaimanakah hak tanggungan dalam hal 

peralihan hak atas tanah menurut Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan ? 

 

C. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian hukum normatif 

digunakan dalam penyusunan Skripsi ini. 

Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan cara 

melakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan 

hukum tersebut terdiri dari: bahan-bahan 

hukum primer ialah peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan judul dan 

pembahasan tulisan karya ilmiah ini dan bahan-

bahan hukum sekunder seperti: buku-buku, 

karya ilmiah hukum, dan bahan-bahan hukum 

tersier ialah kamus-kamus hukum. Bahan-
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bahan hukum  yang telah dikumpulkan 

dianalisis secara kualitatif dan normatif. 

 

PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Hukum Mengenai Obyek Hak 

Tanggungan 

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Umum 

angka (5): Dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria yang ditunjuk sebagai hakatas tanah 

yang dapat dijadikan jaminan utang dengan 

dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan, sebagai 

hak-hak atas tanah yang wajib didaftar dan 

menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. 

Oleh karena itu dalam Pasal 51 Undang-Undang 

Pokok Agraria yang harus diatur dengan 

undang-undang adalah Hak Tanggungan atas 

Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna 

Bangunan. 

Hak Pakai dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria tidak ditunjuk sebagai obyek Hak 

Tanggungan, karena pada waktu itu tidak 

termasuk hak-hak atas tanah yang wajib 

didaftar dan karenanya tidak dapat memenuhi 

syarat publisitas untuk dapat dijadikan jaminan 

utang. Dalam perkembangannya Hak Pakai pun 

harus didaftarkan, yaitu Hak Pakai yang 

diberikan atas tanah Negara. Sebagian dari Hak 

Pakai yang didaftar itu, menurut sifat dan 

kenyataannya dapat dipindahtangankan, yaitu 

yang diberikan kepada orang perseorangan dan 

badan-badan hukum perdata. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 

tentang Rumah Susun, Hak Pakai yang 

dimaksudkan itu dapat dijadikan jaminan utang 

dengan dibebani fidusia. Dalam Undang-

Undang ini Hak Pakai tersebut ditunjuk sebagai 

obyek Hak Tanggungan. Sehubungan dengan 

itu, maka untuk selanjutnya, Hak Tanggungan 

merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan 

atas tanah, dan dengan demikian menjadi 

tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang 

merupakan salah satu tujuan utama Undang-

Undang Pokok Agraria. Pernyataan bahwa Hak 

Pakai tersebut dapat dijadikan obyek Hak 

Tanggungan merupakan penyesuaian 

ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria 

dengan perkembangan Hak Pakai itu sendiri 

serta kebutuhan masyarakat. 
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Selain mewujudkan unifikasi Hukum Tanah 

Nasional, yang tidak kurang pentingnya adalah, 

bahwa dengan ditunjuknya Hak Pakai tersebut 

sebagai obyek Hak Tanggungan, bagi para 

pemegang haknya, yang sebagian terbesar 

terdiri atas golongan ekonomi lemah yang tidak 

berkemampuan untuk mempunyai tanah 

dengan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, 

menjadi terbuka kemungkinannya untuk 

memperoleh kredit yang diperlukannya, 

dengan menggunakan tanah yang dipunyainya 

sebagai jaminan.   Dalam pada itu Hak Pakai 

atas tanah Negara, yang walaupun wajib 

didaftar, tetapi karena sifatnya tidakdapat 

dipindahtangankan, seperti Hak Pakai atas 

nama Pemerintah, Hak Pakai atas nama Badan 

Keagamaan dan Sosial, dan Hak Pakai atas 

nama Perwakilan Negara Asing, yang 

berlakunya tidak ditentukan jangka waktunya 

dan diberikan selamatanahnya dipergunakan 

untuk keperluan tertentu, bukan merupakan 

obyek Hak Tanggungan. 

Demikian pula Hak Pakai atas tanah Hak 

Milik tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, 

karena tidak memenuhi kedua syarat di atas. 

Tetapi mengingat perkembangan kebutuhan 

masyarakat dan pembangunan di kemudian 

hari, dalam Undang-Undang ini dibuka 

kemungkinannya untuk dapat juga ditunjuk 

sebagai obyek Hak Tanggungan, jika telah 

dipenuhi persyaratan sebagai yang disebutkan 

di atas. Hal itu lebih lanjut akan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Dengan demikian maka hak-hak atas tanah 

yang dengan Undang-Undang ini ditunjuk 

sebagai obyek Hak Tanggungana dalah Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 

dan Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut 

sifatnya dapat dipindah tangankan. Sedang bagi 

Hak Pakai atas tanah Hak Milik dibuka 

kemungkinannya untuk di kemudian hari 

dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak 

Tanggungan, jika telah dipenuhi 

persyaratannya. 

Tanah Hak Milik yang sudah diwakafkan, dan 

tanah-tanah yang dipergunakan untuk 

keperluan peribadatan dankeperluan suci 

lainnya, walaupun didaftar, karena menurut 

sifat dan tujuannya tidak dapat 

dipindahtangankan, tidak dapat dibebani Hak 

Tanggungan.
5
 

Penjelasan Pasal 4 ayat (4): Sebagaimana 

sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum 

angka 6, Hak Tanggungan dapat pula meliputi 

bangunan, tanaman, dan hasil karya misalnya 

candi, patung, gapura, relief yang merupakan 

satu kesatuan dengan tanah yang 

bersangkutan. Bangunan yang dapat dibebani 

Hak Tanggungan bersamaan dengan tanahnya 

tersebut meliputi bangunan yang berada di atas 

maupun di bawah permukaan tanah misalnya 

basement, yang ada hubungannya dengan hak 

atas tanah yang bersangkutan. 

Penjelasan Pasal 4 ayat (5): Sebagai 

konsekuensi dari ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), pembebanan Hak 

Tanggungan atas bangunan, tanaman, dan hasil 

karya yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah yang pemiliknya lain daripada pemegang 

hak atas tanah wajib dilakukan bersamaan 

dengan pemberian Hak Tanggungan atas tanah 

yang bersangkutan dan dinyatakan di dalam 

satu Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang 

ditandatangani bersama oleh pemiliknya dan 

pemegang hak atas tanahnya atau kuasa 

mereka, keduanya sebagai pihak pemberi Hak 

Tanggungan. Yang dimaksud dengan akta 

otentik dalam ayat ini adalah Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan atas benda-

benda yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah untuk dibebani Hak Tanggungan 

bersama-sama tanah yang bersangkutan. 

Mengenai subjek Hak Tanggungan ini diatur 

dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUHT, dari ketentuan 

dua   pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

yang menjadi subjek hukum dalam hak 

tanggungan adalah subjek hukum yang terkait 

dengan perjanjian pemberi hak tanggungan. Di 

dalam suatu perjanjian hak tanggungan ada dua 

pihak yang mengikatkan diri, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pemberi Hak Tanggungan, yaitu orang atau 

pihak yang menjaminkan objek hak 

tanggungan (debitor); 

b. Pemegang Hak Tanggungan, yaitu orang 

atau pihak yang menerima Hak Tanggungan 
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sebagai jaminan dari pihutang yang 

diberikannya.
6
 

Dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUHT memuat 

ketentuan mengenai subjek Hak Tanggungan, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Pemberi Hak Tanggungan, adalah orang 

perorangan atau badan hukum yang 

mempunyai kewenangan untuk melakukan 

perbuatan hukum terhadap objek hak 

tanggungan pada saat pendaftaran hak 

tanggungan itu dilakukan; 

b. Pemegang Hak Tanggungan adalah orang 

perorangan atau badan hukum yang 

berkedudukan sebagai pihak yang 

mendapatkan pelunasan atas piutang yang 

diberikan. 

 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan, Pasal 5 ayat: 

(1) Suatu obyek Hak Tanggungan dapat 

dibebani dengan lebih dari satu Hak 

Tanggungan guna menjamin pelunasan 

lebih dari satu utang. 

(2) Apabila suatu obyek Hak Tanggungan 

dibebani dengan lebih dari satu Hak 

Tanggungan, peringkat masing-masing Hak 

Tanggungan ditentukan menurut tanggal 

pendaftarannya pada Kantor Pertanahan. 

(3) Peringkat Hak Tanggungan yang didaftar 

pada tanggal yang sama ditentukan 

menurut tanggal pembuatan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan yang 

bersangkutan. 

Penjelasan Pasal 5 ayat (1): Suatu obyek Hak 

Tanggungan dapat dibebani lebih darisatu Hak 

Tanggungan sehingga terdapat pemegang Hak 

Tanggungan peringkat pertama, peringkat 

kedua, dan seterusnya. Penjelasan Pasal 5 ayat 

(2): Yang dimaksud dengan tanggal pendaftaran 

adalah tanggal buku tanah Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4). 

Pasal 13 ayat (4) Tanggal buku-tanah Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) adalah tanggal hari ketujuh setelah 

penerimaan secara lengkap surat-surat yang 

diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari 

ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku-tanah 

yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja 

berikutnya. 
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Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Dalam hal lebih 

dari satu Hak Tanggungan atas satuobyek Hak 

Tanggungan dibuat pada tanggal yang sama, 

peringkat Hak Tanggungan tersebut ditentukan 

oleh nomor urut akta pemberiannya. Hal ini 

dimungkinkan karena pembuatan beberapa 

Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut 

hanya dapatdilakukan oleh PPAT yang sama. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 

Hak Tanggungan, Pasal 6: Apabila debitor 

cidera janji, pemegang Hak Tanggungan 

pertama mempunyai hak untuk menjual obyek 

Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui 

pelelangan umum serta mengambil pelunasan 

piutangnya dari hasil penjualan tersebut. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan, Pasal 7: Hak 

Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam 

tangan siapa pun obyek tersebut berada. 

Penjelasan Pasal 7: Sifat ini merupakan salah 

satu jaminan khusus bagi kepentingan 

pemegang Hak Tanggungan. Walaupun obyek 

Hak Tanggungan sudah berpindahtangan dan 

menjadimilik pihak lain, kreditor masih tetap 

dapat menggunakan haknya melakukan 

eksekusi, jika debitor cidera janji. 

   

B. Peralihan Hak Atas Tanah Menurut 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan dapat beralih atau 

dialihkan: karena adanya cessie, subrogasi, 

pewarisan, atau penggabungan serta peleburan 

perseroan. Dokumen-dokumen yang diperlukan 

untuk pendaftaran peralihan Hak Tanggungan, 

antara lain: 

a. sertipikat asli Hak Tanggungan,  

b. akta cessie atau akta otentik yang 

menyatakan adanya cessie, atau  

c. akta subrogasi atau akta otentik yang 

menyatakan adanya subrogasi, atau  

d. bukti pewarisan, atau  

e. bukti penggabungan atau peleburan 

perseroan,  

f. identitas pemohon.
7
 

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Umum, 

angka 8: Oleh karena Hak Tanggungan menurut 
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sifatnya merupakan ikutan atau accessoir pada 

suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada 

suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian 

lain, maka kelahiran dan keberadaannya 

ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin 

pelunasannya. Dalam hal piutang yang 

bersangkutan beralih kepada kreditor lain, Hak 

Tanggungan yang menjaminnya,karena hukum 

beralih pula kepada kreditor tersebut. 

Pencatatan peralihan HakTanggungan tersebut 

tidak memerlukan akta PPAT, tetapi cukup 

didasarkan pada akta beralihnya piutang yang 

dijamin. Pencatatan peralihan itu dilakukan 

pada buku-tanah dan sertipikat Hak 

Tanggungan yang bersangkutan, serta 

padabuku-tanah dan sertipikat hak atas tanah 

yang dijadikan jaminan. Demikian juga Hak 

Tanggungan menjadi hapus karena hukum, 

apabila karena pelunasan atau sebab-sebab 

lain, piutang yang dijaminnya menjadi hapus. 

Dalam hal ini pun pencatatan hapusnya Hak 

Tanggungan yang bersangkutan cukup 

didasarkan pada pernyataan tertulis dari 

kreditor, bahwa piutang yang dijaminnya 

hapus.
8
 

Pada buku-tanah Hak Tanggungan yang 

bersangkutan dibubuhkan catatan mengenai 

hapusnya hak tersebut, sedang sertipikatnya 

ditiadakan. Pencatatan serupa, yang disebut 

pencoretan atau lebih dikenal sebagai "roya", 

dilakukan juga pada buku-tanah dan sertipikat 

hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan. 

Sertipikat hak atas tanah yang sudah dibubuhi 

catatan tersebut, diserahkan kembali kepada 

pemegang haknya. Dengan tidak mengabaikan 

kepastian hukum bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, kesederhanaan administrasi 

pendaftaran Hak Tanggungan, selain dalam hal 

peralihan dan hapusnya piutang yang dijamin, 

juga tampak pada hapusnya hak tersebut 

karena sebab-sebab lain, yaitu karena 

dilepaskan oleh kreditor yang bersangkutan, 

pembersihan obyek Hak Tanggungan 

berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua 

Pengadilan Negeri, dan hapusnya hak atas 

tanah yang dijadikan jaminan. Sehubungan 

dengan hal-halyang telah dikemukakan di atas, 

Undang-undang ini mengatur tatacara 
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pencatatan peralihan dan hapusnya Hak 

Tanggungan, termasuk pencoretan atau roya.
9
 

Peralihan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah memindahkan, sedangkan hak 

berarti benar. Jadi peralihan hak atas tanah 

adalah memindahkan atau beralihnya 

penguasaan tanah yang semula milik 

sekelompok masyarakat ke masyarakat lainnya. 

Peralihan tersebut dapat dilakukan dengan cara 

menukar/memindahkan tanah. Penguasaan 

yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh 

hukum dan umumnya memberi kewenangan 

kepada pemegang hak untuk menguasan secara 

fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga 

penguasaan yuridis yang biarpun memberi 

kewenangan untuk menguasai tanah yang 

dihaki secara fisik, pada kenyataannya 

penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.
10

 

Pengertian lain tentang peralihan hak atas 

tanah, sebagaimana yang dikutip oleh Erene 

Eka Sihombing adalah beralihnya atau 

berpindahnya hak kepemilikan sebidang tanah 

atau beberapa bidang tanah dari pemilk semula 

kepada pemilik yang baru karena sesuatu atau 

perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum 

pemindahan hak bertujuan untyuk 

memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain 

untuk selama-lamanya (dalam hal ini subyek 

hukumnya memenuhi syarat sebagai pemegang 

hak atas tanah). Perbuatan hukum dapat 

diartikan sebagai setiap perbuatan yang 

dilakukan oleh subyek hukum yang 

menimbulkan akibat hukum. Menurut C.S.T. 

Kansil, bahw��^^�P�o������µ���v�u�vµ�]��Ç�vP�

secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk 

menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban, 

misalnya membuat surat wasiat, membuat 

persetujuan-persetujuan dinamakan perbuatan 

hukum. Perbuatan hukum itu terdiri dari: 

a. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja 

dan menimbulkan hak dan kewajiban pada 

satu pihak pula, misalnya pembuatan surat 

wasiat, dan pemberian hadiah sesuatu 

(benda). 

                                                           
9
 Ibid. 

10
 

http://roufibnumuthi.blogspot.co.id/2012/09/pendaftara

n-dan-peralihan-hak-atas-tanah.html. Diakses 2 Februari 

2016. 
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b. Perbuatan hukum dua pihak, ialah 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua 

pihak dan menimbulkan hak dan 

kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak 

(timbal balik) misalnya membuat 

persetujuan jual beli, sewa menyewa dan 

lain-lain. 

Peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena 

pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum 

pemindahan hak, yakni akan kami terangkan 

sebagai berikut ; 

a.  Pewarisan tanpa wasiat 

 menurut hukum perdata jika pemegang 

sesuatu hak atas tanah meninggal, maka hak 

tersebut karena hukum beralih kepada ahli 

warisnya. 

b.  Pemindahan hak 

 Berbeda dengan beralihnya hak atas tanah 

karena pewarisan tanpa wasiat yang terjadi 

karena peristiwa hukum dengan 

meninggaknya pemegang hak, dalam 

perbuatan hukum pemindahan hak, hak atas 

tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan 

kepada pihak lain. bentuk pemindahan 

haknya dapat berupa : 

a. Pewarisan dari ayah atau ibu kepada anak 

atau dari kakek-nenek kepada cucu atau dari 

adik kepada kakak atau sebaliknya kakak 

kepada adiknya dan lain sebagainya. 

b. Hibah yaitu pemberian dari seseorang 

kepada orang lain. 

c. Jual beli yaitu tanah tersebut dijual kepada 

pihak lain. Acara jual beli banyak tergantung 

dari status subyek yang ingin menguasai 

tanah dan status tanah yang tersedia 

misalnya apabila yang memerlukan tanah 

suatu Badan Hukum Indonsia sedangkan 

tanah yang tersedia berstatus Hak Milik 

maka secara acara Jual Beli tidak bisa di 

laksanakan karena akan mengakibatkan jual 

belinya batal demi hukum, karena Badan 

Hukum Indonesia tidak dapat menguasai 

tanah Hak Milik. Namun kenyataannya 

dalam praktek cara peralihan hak dengan 

jual beli adalah yang paling banyak 

ditempuh 

d. Tukar menukar antar bidang tanah yang satu 

dengan bidang tanah yang lain, dalam tukar 

menukar ini bisa ada unsur uang dengan 

suatu pembayaran yang merupakan 

kompensasi kelebihan atas nilai/ harga 

tanah yang satu dengan yang lainnya, bisa 

juga tanpa ada unsur uang karena nilai tanah 

yang satu dengan yang lainnya sama. 

e. Pembagian hak bersama bisa terjadi karena 

hak yang ada terdaftar atas nama bebertapa 

nama sehingga untuk lebih memperoleh 

kepastian hukum para pihak melakukan 

pembagian atas bidang tanah yang mereka 

miliki bersama-sama. 

f. Pemasukan dalam perseroan yang 

menyebabkan hak atas tanahnya berubah 

menjadi atas nama perseroan dimana 

seseorang tersebut menyerahkan tanahnya 

sebagai setoran modal dalam perseroan 

tersebut. 

g. Pelepasan hak, dilakukan karena calon 

pemegang hak yang akan menerima 

peralihan hak atas tanah tersebut adalah 

bukan orang atau pihak yang merupakan 

subjek hukum yang dapat menerima 

peralihan hak atas tanah yang akan dialihkan 

tersebut, sebagai contoh tanah yang akan 

dilalihkan kepada suatu Badan Hukum 

Indonesia adalah tanah dengan status hak 

milik, ini tidak bisa dilakukan karena Badan 

Hukum Indonesia bukanlah Subjek hukum 

yang dapat menerima peralihan hak atas 

tanah dengan status hak milik. 

h. Lelang, umumnya dilakukan jika tanah yang 

akan dialihkan tersebut susah untuk 

menemukan calon pembeli atau tanah 

tersebut merupakan jaminan pada bank 

yang sudah di eksekusi lalu mau dijual. 

i. Peralihan karena penggabungan atau 

peleburan perseroan yang menyebabkan 

ikut beralihnya hak atas tanah yang 

merupakan asset perseroan yang diambil 

alih tersebut. 

Jual-Beli, tukar Menukar, Hibah dan 

Pemasukan dalam perusahaan, demikian juga 

pelkasanaan hibah wasiat, dilakukan oleh para 

pihak dihadapan PPAT, yang bertugas membuat 

akatanya. dengan demikian perbuatan hukum 

yang bersangkutan dihadapan PPAT dipenuhi. 

Untuk memperoleh surat bukti yang lebih kuat 

dan lebih luas daya pembuktiannya 

pemindahan haknya didaftarkan pada kantor 

pertanahan setempat letak tanah tersebut 

berada, dengan tujuan : 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kepada pemegang hak 
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yang terdaftar haknya, agar dengan mudah 

dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-

pihak yang berkepentingan termasuk 

Pemerintah, agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam 

mengadakan perbuatan hukum mengenai 

bidang-bidang tanah tertentu dan Satuan 

Rumah Susun yang terdaftar. 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi 

pertanahan. 

 

Peralihan Hak Atas Tanah dapat hapus 

dikarenakan sebagai berikut ; 

a. berakhirnya jangka waktu yang 

bersangkutan sebagaimana ditetapkan 

dalam sertifikat haknya menjadi hapus. 

b. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang 

karena; Tidak dipenuhinya oleh pemegang 

hak yang bersangkutan kewajiban-kewajiban 

tertentu atau dilanggarnya suatu larangan, 

tidak dipenuhinya syarat-syarat atas 

kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam 

perjanjian-perjanjian pemberian pemegang 

hak dan putusan pengadilan 

c. Bila subyek hak tidak lagi memenuhi syarat 

atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban 

dalam waktu satu tahun 

pemindahan/peralihan hak mi8lik atas tanah 

tidak dilepaskan atau tidak dialihkan maka 

hapus karena hukum. 

d. Dilepaskan atau diserahkan dengan sukarela 

oleh pemegang haknya. 

e. Pencabutan haknya 

f. Tanah yang bersangkutan musnah, karena 

proses alamiah ataupun bencana alam. 

g. Tanahnya diterlantarkan.
11

 

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata, 

Ç�]�µW�^iµ�o���v���o]_X�<��� ^iµ�o_�u�vµviµll�v�

bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan 

k����^��o]_����o�Z adanya perbuatan membeli. 

Maka dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum 

jual beli. Menurut pengertian syariat, yang 

dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran 

harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan 

milik dengan ganti yang dapat dibenarkan 

                                                           
11

 

http://roufibnumuthi.blogspot.co.id/2012/09/pendaftara

n-dan-peralihan-hak-atas-tanah.html. Diakses 2 Februari 

2016. 

(yaitu berupa alat tukar yang sah).
12

 Pada saat 

dilakukannya jual beli tersebut belum terjadi 

perubahan apa pun pada hak atas tanah yang 

bersangkutan, biarpun misalnya pembeli sudah 

membayar penuh harganya dan tanahnya pun 

secara fisik sudah diserahkan kepadanya. Hak 

atas tanah yang dijual baru berpindah kepada 

pembeli, jika penjual sudah menyerahkan 

secara yuridis kepadanya dalam rangka 

memenuhi kewajiban hukumnya.
13

 

Menyerahkan secara yuridis berarti si penjual 

sudah memberikan hak atas kepemilikannya 

terhadap suatu barang. Pengalihan hak atas 

tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang 

bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke 

pihak lain.
14

 

 

 

 

 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Pengaturan hukum mengenai obyek hak 

tanggungan menurut Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan, yakni Hak atas tanah yang 

dapat dibebani Hak Tanggungan adalah: 

Hak Milik; Hak Guna Usaha dan Hak Guna 

Bangunan. Selain hak-hak atas tanah 

tersebut Hak Pakai atas tanah Negara 

yang menurut ketentuan yang berlaku 

wajib didaftar dan menurut sifatnya 

dapat dipindahtangankan dapat juga 

dibebani Hak Tanggungan. Pembebanan 

Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas 

tanah Hak Milik akan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. Hak Tanggungan 

dapat juga dibebankan pada hak atas 

tanah berikut bangunan, tanaman, dan 

hasil karya yang telah ada atau akan ada 

yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah tersebut, dan yang merupakan 

milik pemegang hak atas tanah yang 

pembebanannya dengan tegas 

dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan yang bersangkutan. Apabila 

                                                           
12

 Gunawan Widjaja dan Kartini Widjaja, Jual Beli, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hal.128. 
13

 Ibid., hal. 27. 
14

 Adrian Sutedi, Pengalihan Hak Atas Tanah Dan 

Pendaftarannya, Sinar Grafika. Jakarta. 2007, hal. 34. 
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bangunan, tanaman, dan hasil karya tidak 

dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, 

pembebanan Hak Tanggungan atas 

benda-benda tersebut hanya dapat 

dilakukan dengan penandatanganan 

serta pada Akta Pemberian Hak 

Tanggungan yang bersangkutan oleh 

pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk 

itu olehnya dengan akta otentik. 

2. Peralihan hak atas tanah menurut 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan terjadi Jika 

piutang yang dijamin dengan Hak 

Tanggungan beralih karena cessie, 

subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab 

lain, Hak Tanggungan tersebut ikut 

beralih karena hukum kepada kreditor 

yang baru. 

 

B. SARAN  

1. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas 

tanah untuk pelunasan utang tertentu, 

yang memberikan kedudukan 

diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam 

arti, bahwa jika debitor cidera janji, 

kreditor pemegang Hak Tanggungan 

berhak menjual melalui pelelangan 

umum tanah yang dijadikan jaminan 

menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Kedudukan 

diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditor-kreditor lain tersebut 

tentu tidak mengurangi preferensi 

piutang-piutang negara menurut 

ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku. 

2. Beralihnya Hak Tanggungan wajib 

didaftarkan oleh kreditor yang baru 

kepada Kantor Pertanahan. Pendaftaran 

beralihnya Hak Tanggungan dilakukan 

oleh Kantor Pertanahan dengan 

mencatatnya pada buku tanah Hak 

Tanggungan dan buku-tanah hak atas 

tanah yang menjadi obyek 

HakTanggungan serta menyalin catatan 

tersebut pada sertifikat Hak Tanggungan 

dan sertifikat hak atas tanah yang 

bersangkutan. Tanggal pencatatan pada 

buku-tanah adalah tanggal hari ketujuh 

setelah diterimanya secara lengkapsurat-

surat yang diperlukan bagi pendaftaran 

beralihnya Hak Tanggungan dan jika hari 

ketujuh itu jatuh pada hari libur, catatan 

itu diberi bertanggal hari kerja 

berikutnya. Beralihnya Hak Tanggungan 

mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari 

tanggal pencatatan.  
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